BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 19 /2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUANGAN D] PLAZA
UMA IYAH TANJUNG YANG DIMANFAATKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERQ) TBK UNIT TANJUNG KOTA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah merupakan salah satu elemen
penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sehingga perhu dikelola secara tertib melalui pengelolaan dan
pengadministrasi secara profesional agar dapat dimanfaatkan
secara optimal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa
Ruangan di Plaza Uma Iysh Tanjung Yang Dimanfaatkan Oleh
Perseroan Terbatas Bank Rakyat Indonesia {Persero} TBK Unit
Tanjung Kota;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9},
scbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubshan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 ‘Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3};

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lLembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 0S5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nompr 69 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita

Menetapkan
KESATU ¢ Menctapkan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Ruangan Di

KEDUA :BeaamnSewasehﬂgaimana dimaksuddalamDikmmKESATU

KETIGA : Hasil penerima_anSewaBa-mngMﬂikDamh Berupa Ruangan Plaza

KEEMPAT  : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan

ng
sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DitetapkandiTanjung
pada tanggal 2 Januarij 2025

Pj. BUPATI TABALONG,

al (2%

HAMIDA MUNAWARAH

T di. i Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung,
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 19 /2025
TANGGAL 2 Januari 2825

TANJUNG YANG DIMANFAATKAN OLEH PERSEROAN TERBATAS BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT TANJUNG KOTA

’ P l Dokumen Nilai Wajar ‘]
Kode No. | Konstruks; . ‘ Sewa per
Barang Registerr Bangunan / Letak/Lokasi I}I;Irf)& No. ’ Tanggal ';al?u;:-z Keterangan
, ] (Rp.)
03.01.01.3 | 000002 T Beton Plaza 10.247.47 | SHP 18 39.960.000 | Sumber :
0.001 Uma Iyah 9.910 No:32 | Januar Laporan
’ JL ! 1982 Penilaian No.
| Jend.Sudirman LAP-
' Kel. Tanjung 100/2/PRO-
07/PKS/07.01.
00/2024,
Tangge) 31
Desember 2024

Pj. BUPATI TABALONG,

R Qot/

HAMIDA MUNAWARAH



